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ABSTRACT 

The implementation of this activity aims to enhance tax knowledge among 

goods and services providers regarding the obligations of government 

institutions. The methods used include material presentations, discussions, and 

demonstrations provided to the goods and services providers engaged by Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman. These 

were conducted using printed tax leaflets and an online-accessible tax 

calculator application. The activity results show that the providers understood 

the material presented, as they successfully created tax invoices and calculated 

Income Tax (PPh) in the tax deduction commitment letters by accordance with 

applicable regulations and with correct amounts. In conclusion, this community 

service activity conducted by the author has proven beneficial for goods and 

services providers in understanding the obligations of government institutions. 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

perpajakan bagi penyedia barang dan jasa tentang kewajiban instansi 

pemerintah. Metode yang digunakan adalah penyajian materi, diskusi dan 

demonstrasi kepada penyedia barang dan jasa yang digunakan oleh Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman dengan 

menggunakan media berupa leaflet pajak yang telah dicetak dan aplikasi 

kalkulator pajak yang dapat diakses secara online. Hasil dari pelaksanaan 

kegiatan ini menunjukkan bahwa penyedia telah paham dengan materi yang 

disampaikan karena telah berhasil membuat faktur pajak dan perhitungan Pajak 

Penghasilan (PPh) pada surat kesanggupan dipotong pajak yang sesuai dengan 

peraturan berlaku dan sudah benar nominalnya. Dapat disimpulkan, bahwa 

kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada penyedia barang 

dan jasa bermanfaat dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan 

terkait kewajiban instansi pemerintah.  

 

1. Pendahuluan 

Instansi pemerintah memiliki sejumlah 

kewajiban dalam memungut pajak, baik sebagai 

pemungut maupun pemotong pajak. Salah satu 

kewajiban utama instansi pemerintah adalah 

melakukan pemungutan pajak pada transaksi 

tertentu seperti transaksi pembelian barang jasa 

yang terkena pajak akan dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan 

(PPh) atas pembayaran yang dilakukan kepada 

pihak lain, seperti penyedia barang atau jasa 

berdasarkan ketentuan seperti PPh Pasal 21, Pasal 

22 atau Pasal 23. Pajak yang telah dipungut oleh 

instansi pemerintah akan disetorkan ke kas negara 
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melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi 

lainnya dan dilaporkan secara berkala (bulanan atau 

tahunan) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

diakses menggunakan sistem DJP Online atau 

saluran resmi lain yang ditetapkan. Bukti potong 

dari pemungutan pajak akan diberikan kepada pihak 

yang dipotong/dipungut pajaknya seperti vendor, 

karyawan atau penyedia barang dan jasa yang akan 

dipergunakan untuk melaporkan pajak mereka 

sendiri.  

Instansi pemerintah harus selalu mengikuti 

pembaruan peraturan perpajakan termasuk adanya 

perubahan tarif pajak, jenis pajak atau kebijakan 

khusus lainnya. Peraturan terbaru yang digunakan 

sebagai acuan terkait kewajiban instansi pemerintah 

dalam memungut pajak adalah Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 

Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Selain 

instansi pemerintah yang harus beradaptasi dengan 

peraturan terbaru, penyedia barang dan jasa yang 

melakukan transaksi dengan instansi pemerintah 

juga melakukan penyesuaian terhadap jenis pajak, 

tarif pajak atau kebijakan khusus lainnya yang 

tertuang dalam peraturan terbaru. Sebagai penyedia 

barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban 

untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan 

yang berlaku. Faktur pajak adalah dokumen penting 

dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Faktur yang telah diterbitkan wajib untuk 

diserahkan kepada pembeli yang dalam hal ini 

adalah instansi pemerintah sebagai bukti 

pemungutan PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi hal 

yang perlu diperhatikan bagi penyedia barang dan 

jasa dalam pembuatan faktur pajak karena akan 

mempengaruhi nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

dan PPN itu sendiri. Kesalahan perhitungan dalam 

menentukan DPP beberapa kali terjadi karena tarif 

yang digunakan belum menggunakan peraturan 

terbaru atau karena pembulatan yang seharusnya ke 

atas tetapi dibulatkan ke bawah sehingga 

mempengaruhi nominal Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yang akan dipotong. Penyedia barang dan 

jasa juga harus teliti dalam menentukan jenis pajak 

dan tarif pajak yang dipotong dalam pembuatan 

surat kesanggupan dipotong pajak, khususnya pada 

Pajak Penghasilan (PPh). Surat kesanggupan 

dipotong pajak adalah dokumen pernyataan yang 

dibuat oleh penyedia barang dan jasa untuk 

menyatakan kesediaannya agar penghasilan yang 

diterimanya dipotong pajak oleh pihak yang 

membayar (pemotong pajak) yang dalam hal ini 

adalah instansi pemerintah. Kesalahan yang sering 

terjadi adalah jenis pajak yang sering tertukar 

antara PPh Pasal 22 tentang transaksi pembelian 

barang atau PPh Pasal 23 transaksi pembelian jasa, 

sehingga perhitungan pajak yang dipotong akan 

salah karena tarif pajaknya berbeda antara 

pembelian barang dan pembelian jasa.  

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan 

di atas,  kegiatan pengabdian masyarakat berupa 

pendampingan kepada penyedia barang dan jasa 

tentang kewajiban instansi pemerintah ini dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

perpajakan bagi penyedia barang dan jasa di Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kabupaten Sleman.  

 

2. Metode 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan 

November 2024 yang bertempat di Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kabupaten Sleman yang beralamat Jl. Parasamya, 

Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. 

Metode yang akan dilakukan dalam melaksanakan 

kegiatan adalah penyampaian materi, diskusi dan 

demonstrasi. Untuk mewujudkan metode tersebut, 

dilakukan tahapan sebagai berikut,  

1) Tahap Persiapan 

a. Penulis melakukan koordinasi dengan 

Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian terkait pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa yang akan 

dilaksanakan di Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kabupaten Sleman.  

b. Penulis melakukan koordinasi dengan 

penyedia barang dan jasa yang ada di 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman 

c. Penulis mempersiapkan sarana dan 

prasarana yang akan digunakan dalam 

melaksanakan kegiatan 

2) Tahap Pelaksanaan 

a. Penulis melakukan pemaparan materi 

terkait kewajiban instansi pemerintah 

berupa jenis nya dan besarannya kepada 

penyedia barang dan jasa di Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Sleman terkait Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.03/2022.  

b. Penulis melakukan demonstrasi terkait 

perhitungan kewajiban instansi pemerintah 

menggunakan kalkulator pajak  

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Penulis melakukan pendampingan dan 

penilaian terhadap pembuatan faktur pajak dan 

perhitungan PPh dalam surat kesanggupan 

dipotong pajak yang dibuat dan diterbitkan 

oleh penyedia barang dan jasa di Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) Kabupaten Sleman. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Gambaran Umum  

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) Kabupaten Sleman merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sleman yang melakukan 

tugasannya di bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan pegawai yang dipimpin oleh Kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Untuk memenuhi tugasannya 

dan menunjang berbagai kegiatan yang ada di 

dalamnya, BKPP Kabupaten Sleman melaksanakan 

pengadaan barang dan jasa. Berikut alur pengadaan 

barang dan jasa.  

 

 
Gambar 1. Alur Pengadaan Barang dan Jasa 

 

Sebelum bendahara pemerintah melaksanakan 

pembayaran atas kegiatan pembelian barang dan 

jasa,  penyedia wajib untuk memenuhi dan 

melengkapi dokumen - dokumen yang akan 

dijadikan dasar untuk membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) seperti surat permintaan 

pembayaran dari penyedia, faktur pajak, surat 

kesanggupan membayar pajak dari penyedia, 

fotocopy NPWP penyedia, nomor rekening 

penyedia dan kuitansi dari penyedia.  

  

 
Gambar 2. Faktur Pajak 

 

Dalam faktur pajak memuat identitas penyedia 

barang dan jasa, identitas pembeli barang dan jasa, 

nama barang dan jasa dan harga jual barang dan 

jasa yang ditransaksikan, DPP atas barang dan jasa 

tersebut dan total PPN dan PPnBM (jika merupakan 

transaksi PPnBM) dari barang dan jasa tersebut.   

 

 
Gambar 3. Surat Kesanggupan Membayar Pajak 

 

Dalam surat kesanggupan dipotong pajak 

biasanya memuat identitas penyedia barang dan 

jasa, pernyataan kesediaan untuk dipotong pajak 

atas penghasilan tertentu, jenis pajak yang akan 

dipotong, pernyataan bahwa surat dibuat dengan 

sebenar - benarnya untuk keperluan perpajakan dan 

tanda tangan pihak yang menyatakan kesanggupan. 

Nominal dan kesesuaian jenis pajak akan 

diteliti oleh tim teknis yang ditugaskan untuk 

mengecek kembali apakah dokumen - dokumen 

yang dibuat dan diterbitkan oleh penyedia barang 

dan jasa sudah sesuai kebenarannya dan 

perhitungannya menurut peraturan yang berlaku. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah 

ketidaksesuaian jenis pajak atau kesalahan 
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perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan 

dipotong dan disetorkan yang ada dalam surat 

kesanggupan membayar pajak serta kesalahan 

perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam 

faktur pajak.  

 

b. Pelaksanaan Kegiatan  

Penulis melakukan koordinasi dengan Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di BKPP 

Kabupaten Sleman terkait kesalahan yang beberapa 

kali dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yakni 

ketidaksesuaian jenis pajak atau kesalahan 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang akan 

dipotong dan disetorkan yang ada dalam surat 

kesanggupan membayar pajak serta kesalahan 

perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam 

faktur pajak. Setelah melakukan persiapan terkait 

materi yang akan disampaikan tentang kewajiban 

instansi pemerintah dan sarana yang akan 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, penulis koordinasi 

dengan penyedia barang dan jasa yang digunakan 

oleh BKPP Kabupaten Sleman terkait maksud dan 

tujuan penulis. Penulis melakukan pendampingan 

kepada penyedia barang dan jasa menggunakan 

media berupa hardcopy dari leaflet yang berisi 

tentang ringkasan kewajiban instansi pemerintah 

yang diadaptasi dari PMK No 59/PMK.03/2022. 

 

 
Gambar 4. Leaflet Ringkasan Kewajiban Instansi 

pemerintah 

 

Di dalam leaflet sudah memuat jenis pajak dan 

besarannya yang akan dipotong dan disetor oleh 

instansi pemerintah. Untuk mempermudah dalam 

perhitungan berapa nominal yang harus dituliskan 

pada faktur pajak dan surat kesanggupan membayar 

pajak, Penulis memberikan saran dan melakukan 

demonstrasi kepada penyedia barang dan jasa untuk 

menggunakan aplikasi kalkulator pajak yang bisa 

diakses secara online di 

https://kalkulator.pajak.go.id/   

 
Gambar 5. Aplikasi Kalkulator Pajak 

 

Penyedia barang dan jasa bisa memilih fitur 

untuk melakukan penghitungan pajak berdasarkan 

jenis pengadaan barang dan jasa yang sedang 

berjalan. Setelah melakukan pendampingan dengan 

memberikan arahan dan penjelasan singkat terkait 

kewajiban instansi pemerintah, dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman 

penyedia barang dan jasa terkait materi yang telah 

disampaikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan 

dengan cara memeriksa kebenaran dan kesesuaian 

atas nominal PPN pada faktur pajak dan PPh yang 

ada dalam surat kesanggupan membayar pajak.  

 

 
Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 

 

Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan 

pendampingan ini dapat dilihat berdasarkan 

kemampuan penyedia barang dan jasa dalam 

membuat faktur pajak dan surat kesanggupan 

membayar pajak dengan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan nominal yang diperhitungkan 

sudah benar jumlahnya.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas 

kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian 

masyarakat berupa pendampingan ini berjalan 

dengan lancar dan materi yang diberikan telah 

dipahami dengan baik oleh penyedia barang dan 

jasa terkait kewajiban instansi pemerintah. Hal ini 

telah dibuktikan dalam pembuatan faktur pajak dan 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dalam surat 

kesanggupan dipotong pajak yang dibuat oleh 

penyedia barang dan jasa sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Diharapkan, para penyedia 

barang dan jasa dapat menggunakan ilmu yang 

https://kalkulator.pajak.go.id/
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telah dibagikan dengan baik sehingga dapat 

mengurangi kesalahan dalam pembuatan faktur 

pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 

yang dipotong untuk pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan instansi pemerintah di masa yang akan 

datang.  
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